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Abstrak

Pertengahaan 2013 pemerintah mengeluarkan PP No 46 tahun 2013 yang dikhusukan untuk badan usaha yang
memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PP No 46 tahun
2013 bukan menggantikan UU no 36 tahun 2008, peraturan ini hanya mengkhusukan bagi usaha kecil menengah
(UKM).Pada UU No 36 tahun 2008 dengan PP no 46 tahun 2013 terdapat perbedaan untuk penghitungan,
penyetoran dan pelaporan pajak terutang suatu badan usaha.Perbandingan penerapan peraturan ini pada
perusahaan jasa diperoleh kesimpulan bahwa dengan peraturan PP no 46 tahun 2013 memberikan keuntungan
dengan membayar pajak yang lebih sedikit setiap tahunnya.

Keywords : UKM, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan

Abstract
In mid-2013 The government had issued the new regulation of Taxation in PP No 46 Year 2013. PP 46 introduces a
final tax regime on business income of certain individual and corporate taxpayers, excluding permanent
establishments, with a gross turnover of less than Rp 4.8 billion (USD 482,000) per annum. This PP 46 is not a
replacement for the prior regulation of UU No. 36 Year 2008, this regulation special for SMEs. There were some
differences to In the UU 36 Year 2008 to be found between the two regulations. They were different in terms of the
calculation, payment, or even the reporting. The comparation of these two regulations would give a conclusion as to
a service-provided company, the PP 46 is benefiting them in term of paying less tax after the calculation every year.

Keywords: SMEs, Calculation, payment and reporting

bersifat final yang artinya tidak dapat dijadikan
sebagai kredit pajak bagi badan usaha tersebut.
Peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk
memudahkan para pengusaha yang memiliki
peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 (empat

1. Pendahuluan

PT Trio Infotek Batam merupakan salah satu
perusahaan yang ada di Batam dan bergerak dibidang
jasa yang berdiri sejak tanggal 1 Oktober

1990.Pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan
Trio Infotek Batam adalah jasa penyusunan sistem
akuntansi suatu perusahaan dan memberikan jasa
konsultasi  perpajakan. Pada setiap tahunnya
perusahaan memiliki peredaran bruto  sekitar
Rp1.500.000.000.000 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).

Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah
membuat peraturan baru tentang pajak penghasilan
orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto
tertentu yaitu dengan mengeluarkan PP No 46 tahun
2013. PP No 46 tahun 2013 tidak menggantikan UU
No 36 tahun 2008, namun mengkhususkan bagi
usaha kecil menengah yang bertujuan untuk
meningkatkan pajak negara dari sektor UKM (usaha
kecil menengah).

PP No 46 tahun 2013 diberlakukan per 1 Juli
2013 dengan tarif pajak penghasilan 1% (satu persen)
dari omset penjualan yang dilakukan oleh badan dan

miliar delapan ratus juta), melakukan penghitungan
pajak karena tidak perlu membuat laporan laba rugi,
penyetoran serta pelaporan pajak terutang. PT Trio
Infotek Batam yang memiliki peredaran bruto kurang
dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus
juta) dalam perhitungan pajak penghasilannya
menggunakan PP No 46 tahun 2013 untuk
penghasilan bruto dari bulan Juli hingga Desember
2013.

Perbedaanpada UU No 36 tahun 2008 dengan
PP No 46 tahun 2013 dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek
yaitu dasar pengenaan pajak, tarif serta pelaporannya.
Aspek dasar pengenaan pajak (DPP) pada UU No 36
tahun 2008 adalah penghasilan neto badan diperoleh
dari hasil pengurangan pendapatan perusahaan
dengan biaya operasional. Dasar pengenaan pajak
(DPP) pada PP No 46 tahun 2013 adalah omset
penjualan bruto setiap bulan. Omset penjualan adalah
nilai penjualan atas transaksi penjualan yang
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dilakukan oleh perusahaan. Pada PP No 46 tahun
2013 badan usaha tidak perlu membuat laporan laba
rugi karena DPPnya berasal dari laporan penjualan
perusahaan.

Aspek selain dasar pengenaan pajak yang
membedakan undang-undang dengan peraturan
adalah tarif pajak.Pada UU No 36 tahun 2008 pasal
31E ayat (1), wajib pajak dengan peredaran bruto
sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar)
mendapat fasilitas pengurang berupa 50% (lima
puluh persen) dan dikalikan dengan 25% (dua puluh
lima persen). PP No 46 tahun 2013, tarif pajak
penghasilannya yaitu 1% (satu persen) dari omset
penjualan. Penghitungan pada peraturan ini bagi
perusahaan karena hanya mengalikan omset
penjualan dengan tarif 1% (satu persen). Penurunan
tarif yang terjadisangat besar yaitu sekitar 24%, tetapi

2. Tinjauan Pustaka
2.1 UU No. 36 Tahun 2008

Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 2 diatur
tentang subjek pajak, objek pajak, biaya-biaya yang
boleh jadi pengurang dan tarif PPh. Subyek pajak
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu orang
pribadi, badan dan bentuk usaha tetap. Perhitungan
pajak dihitung dari perhitungan laba usaha pada UU
No 36 tahun 2008 laba fiskal yang diperoleh dari
laporan keuangan fiskal. Menurut [7],laporan
keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung
pajak dan disusun berdasarkan peraturan perpajakan
(Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat UU
PPh). Menurut [6] penyusunan laporan keuangan
fiskal berdasarkan pada penerapan atau prinsip
taxable dan deductible (taxability-deductibility
mechanism). Prinsip yang dianut oleh badan usaha
dalam melakukan penyusunan laporan keuangan
fiskal berasal dari peraturan UU No. 36 tahun 2008
pasal 4 ayat 1 yang mengatur tentang penghasilan
yang menjadi objek pajak, Pasal 4 ayat 2 mengatur
tentang penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh
bersifat final, pasal 4 ayat 3 mengatur tentang
penghasilan yang bukan objek pajak, pasal 6
mengatur  tentang  biaya-biaya yang boleh
dikurangkan dan pasal 9 mengatur tentang biaya yang
tidak boleh dikurangkan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan perusahaan untuk
menghitung penghasilan kena pajak. Pada saat
melakukan  rekonsiliasi ~ fiskal  harus  dapat
menggolongkan antara koreksi fiskal negatif dan
koreksi fiskal positif. Menurut [7] perbedaan yang
diakui sebagai koreksi fiskal positif apabila
pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada
menurut akuntansi dan biaya/pengeluaran menurut
fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi
sedangkan koreksi fiskal negatif apabila pendapatan
menurut fiskal lebih kecil daripada menurut
akuntansi, biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih
besar daripada menurut akuntansi dan pendapatan
yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1(b)
tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena
pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri adalah
sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pada pasal
17 ayat 2(a) tarif pajak menjadi 25% (dua puluh lima
persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

nilai pajak penghasilan perusahaan akan tinggi
karena penghitungan hanya dilakukan dari nilai
omset penjualan.

Perbedaan yang terjadi antara UU No 36 tahun
2008 dengan PP No 46 tahun 2013 bukan hanya
terjadi pada dasar pengenaan pajak dengan tarif saja,
aspek lainnya adalah tata cara pelaporan. Pada UU
No 36 tahun 2008, perusahaan melaporkan pajak
terutang pada PPh masa dan tahunannya, sedangkan
PP No 46 tahun 2013, perusahaan tidak perlu
melaporkan surat pemberitahuan tahunan karena
pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan
bersifat final, sehingga SPT bersifat
nihil.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka
tertarik untuk menelaah secara teknis mengenai
perbandingan penerapan UU No.36 tahun 2008 denan
PP No.46 tahun 2013 pada PT Trio Infotek Batam.

Ketentuan tentang tarif pajak pada UU No 36 tahun
2008 dijelaskan lebih lengkap pada pasal 31E ayat 1
yaitu wajib pajak badan dalam negeri dengan
peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000
(lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)
dari tarif pada pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2(a) yang
dikarenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000
(empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam menghitung pajak yang harus dibayar
pada akhir tahun, diperoleh dari jumlah pajak
terutang  dikurangkan  dengan  kredit  pajak
perusahaan. Kredit pajak perusahaan berasal dari PPh
pasal 22,23,24 yang dipotong oleh pihak lain, serta
PPh pasal 25 yang merupakan pajak yang dibayar
sendiri oleh wajib pajak setiap bulan.

Perusahaan yang sudah melakukan pembayaran
pajak terutang harus melaporkan surat pemberitahuan
masa dan/atau tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Madya atau Pratama. SPT Masa PPh pasal 25
yang sudah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi
Penerimaan Negara) tidak perlu melaporkan SPT
Masa PPh pasal 25 karena pada saat penyetoran
sudah divalidasi sebagai SPT Masa PPh Pasal 25.
Akan tetapi untuk SPT Tahunan wajib dilaporkan
meskipun rugi. Pelaporan SPT tahunan perusahaan
dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah masa pajak
berakhir yaitu tanggal 30 April setiap tahunnya.
Dalam  melakukan pelaporan SPT  tahunan,
perusahaan melaporkan jumlah peredaran bruto dan
seluruh biaya perusahaan. SPT tahunan dilaporkan ke
Kantor Pajak (KPP) Madya atau Pratama dan akan
diberikan tanda bukti pelaporan SPT Tahunan badan.

2.2 PP No 46 Tahun 2013

Peraturan pajak penghasilan dengan peredaran
bruto tertentu diatur pada PP No 46 tahun 2013 yang
dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mengatur
tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha
yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto
yang dimaksud pada peraturan ini sebesar
Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah). PP No 46 tahun 2013 berlaku per 1 Juli
2013. Wajib pajak yang termasuk dalam peraturan ini

Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis | 2014 Vol. 2(2) 154-172 | ISSN: 2337-7887



adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak
badan tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap)
yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi
Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah).

Peraturan ini tidak berlaku untuk wajib pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan dan/jasa yang dalam usahanya
menggunakan sarana atau prasaran umum yang dapat
dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak
menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh
tempat untuk kepentingan umum yang tidak
diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Pengenaan pajak penghasilan pada peredaran
bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak
terakhir  sebelum tahun pajak bersangkutan.
Peredaran bruto yang tidak melebihi
Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta)
ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha
seluruhnya termasuk dari usaha cabang tetapi tidak
termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang atas
penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan
bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan  tersendiri dan penghasilan yang
dikecualikan dari objek pajak.

PP No 46 tahun 2013 pasal 3, besarnya tarif
pajak penghasilan final adalah 1% (satu persen) yang
didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1
(satu) tahun dari tahun pajak terakhir. Jika dalam satu
tahun pajak berjalan badan memperoleh penghasilan
lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan
ratus ribu) maka akan tetap dikenakan tarif 1% (satu
persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan
untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat
final adalah peredaran bruto selama satu bulan.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh perusahaan yang memiliki peredaran bruto
dibawah Rp4.800.000.0000 (empat miliar delapan
ratus juta rupiah) maka pajak penghasilannya bersifat
final. Wajib pajak tersebut tidak diwajibkan
melakukan  pembayaran angsuran PPh  pasal
25.Perusahaan yang telah melakukan pembayaran
pajak penghasilan wajib menyampaikan surat
pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama
20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak
penghasilan bersifat final pada kantor pos maupun
bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan
dianggap telah menyampaikam SPT Masa Pajak
sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum
pada SSP.

Pada pelaporan SPT Tahun 2013, perusahaan
yang memperoleh penghasilan dari usaha yang
dikenai pajak penghasilan yang bersifat final menurut
PP No 46 tahun 2013 dilaporkan dalam surat
pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan pada
kelompok penghasilan yang dikenai pajak final
dan/atau bersifat final pada Lampiran IV bagian A
butir 16 dengan mengisi Penghasilan Usaha WP yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Formulir 1771-
iv) bagi wajib pajak badan sesuai dengan surat edaran
Dirjen Pajak No SE-42/PJ/2013.

Pelaporan pajak PP no 46 tahun 2013 tertera
pada peraturan menteri keuangan no
107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan,
penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas
penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh
wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Tata cara pelaporan PP no 46 tahun 2013 terletak
pada pasal 11 yaitu wajib pajak yang atas seluruh
atau sebagian penghasilannya telah dikenai pajak
penghasilan  yang bersifat  final, kewajiban
penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan adalah sesuai ketentuan yang diatur dala
pasal 3 Undang-undang nomor 6 tahun 1923 yang
telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor
16 tahun 20009.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada PT Trio Infotek
Batam yang beralamat di Komplek Jodoh Square
Blok D No0.48, Batam sebagai objek penelitian. Data
dan sampe yang diperlukan selama penelitian adalah
laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi,
neraca, SPT masa dan Tahunan yang dikeluarkan
oleh PT Trio Infotek Batam untuk tahun 2013

Teknik pengumpulan data penelitian ini
menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan
wawancara dengan mengamati laporan keuangan dan
SPT Masa dan tahunan atau dokumen pendukung
lainnya, melakukan penghitungan serta melakukan
wawancara untuk memperoleh data sekunder.Data
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan
analisis deskriptif. Penulis melakukan analisis data
dengan cara menganalisis data yang diperoleh dan
mengolah kembali data tersebut agar sesuai dengan
teori dan menjelaskan secara lengkap.

4. Analisis dan Pembahasan
4.1 UU No 36 Tahun 2008
4.1.1 Perhitungan Pajak Terutang

Penghitungan  pajak terutang perusahaan
dilakukan berdasarkan dari laporan laba rugi fiskal.
PT Trio Infotek pada tahun 2013 yang memiliki
peredaran bruto pada tahun 2013 sebesar
Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan
juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Berdasarkan
penghasilan bruto setahun yang dimiliki perusahaan,
penghasilan tersebut berada dibawah
Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) sehingga penghitungan pajak terutang
menggunakan UU No 36 tahun 2008 pasal 31E yang
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar
50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat
2(a) yaitu 25% (dua puluh lima persen).

Berikut adalah laporan laba rugi perusahaan

selama tahun 2013:
Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Perusahaan

PT TRIO INFOTEK BATAM

NPWP 01.633.391.6-215.000

LAPORAN LABA RUGI

PER 31 DESEMBER 2013

PENGHASILAN Rp 1.079.170.000

PENGHASILAN LAIN-LAIN Rp  27.871.991

PENGHASILAN JASA GIRO Rp 672.888
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TOTAL PENGHASILAN Rp 1.107.714.879 4. Depresiasi yang ada} pgda laporan laba ru.gl
merupakan depresiasi secara komersial
BIAYA GAJI Rp 655.850.000 . - . . .
sehingga nilainya harus dikoreksi. Koreksi
BIAYAAT.K Rp 21543500 fiskal yang terjadi pada depresiasi adalah
BIAYA SEWA KANTOR Rp  24.000.000 Rp3.976.162 (tiga juta Sembilan ratus tujuh
BIAYA FOTOCOPY Rp  4.523.000 puluh enam ribu seratus enam puluh dua
rupiah).
BIAYA TELP Rp  8530.000 piah)
BIAYAHP Rp _ 18.462.760 Berikut ini adalah laporan laba rugi fiskal PT Trio
BIAYA LISTRIK Rp  52.021.000 Infotek Batam:
BIAYA AIR Rp  11.176.000
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Fiskal
BIAYA ASURANSI Rp  32.425.767 ST TRIO NFOTEK BATAM
NPWP 01.633.391.6-215.000
BIAYA TRANSPORT Rp  53.072.000 PO LABARTEl
BIAYA PERLENGKAPAN Rp  66.461.200 PER 31 DESEMBER 2013 :
Komersial Fiskal
BIAYA PERJALANAN DINAS Rp PENGHASILAN Rp  1.079.170.000 Rp 1.079.170.000
PENGHASILAN LAIN-LAIN Rp 27.871.991 Rp27.871.991
BIAYA ADM BANK Rp 2.200.400 PENGHASILAN JASA GIRO Rp 672.888 [ Rp  672.888 | Rp -
TOTAL PENGHASILAN Rp  1107.714.879 Rp 1.107.041.991
BIAYA BUNGA PINJAMAN Rp 12.858.398 BIAYA GAJl Rp 655.850.000 Rp  655.850.000
BIAYAATK Rp 21.543.500 Rp  21.543500
BIAYA DEPRESIASI Rp 22.842.650 BIAYA SEWA KANTOR Rp 24,000.000 Rp  24.000.000
BIAYA FOTOCOPY Rp 4.523.000 Rp 4.523.000
BIAYA BI. LAIN-LAIN Rp  1.703.195 BIAYATELP Rp 8530000 Rp 8530000
BIAYA HP Rp 18.462.760 | Rp 9231380 [Rp  9.231.380
TOTAL BIAYA OPERASIONAL Rp 987.669.870 BIAVALISTRIK R 5202100 R0 52020000
BIAYA AIR Rp 11.176.000 Rp  11.176.000
LABA USAHA . Rp 120.045.009 BIAYA ASURANSI Rp 32.425.767 Rp  32.425.767
SumberData: PT Trio Infotek Batam BIAYA TRANSPORT Rp 53072000 Rp_ 53072000
BIAYA PERLENGKAPAN Rp 66.461.200 Rp  66.461.200
. . R BIAYA PERJALANAN DINAS R - R -
Berdasarkan dari laporan laba rugi yang dibuat BIAYA ADM BANK R'; 220040 Rg 220040
olen perusahaan, diketahui  bahwa penghasilan BIAYA BUNGA PINJAMAN Rp 126856398 Rp 1285639
) R BIAYA DEPRESIASI Rp 22.842.650 | Rp 3.976.162 | Rp  18.866.488
perusahaan berasal dari 2 (dua) pendapatan yaltu BIAYA BI. LAIN-LAIN Rp 1703.195 | Rp_1.703.195 | Rp B
penghasilan dari jasa dan penghasilan lain-lain. Pada TOTAL BIAYA OPERASIONAL Ro  987.669.870 Rp 972759133
LABA USAHA Rp 120.045.009 | Rp 14.237.849 | Rp  134.282.858

tahun 2013 perusahaan memperoleh penghasilan atas
penjualan jasa sebesar Rp1.079.170.000 (satu miliar
tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu
rupiah). Biaya-biaya yang terjadi pada perusahaan
selama setahun terdiri dari biaya gaji, biaya alat tulis
kantor (ATK), biaya sewa kantor dan sebagainya
seperti yang tertera pada laporan laba rugi. Pada
tahun 2013 perusahaan memperoleh laba sebesar
Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat puluh
lima ribu sembila rupiah)

Laporan laba rugi yang dijadikan dasar perhitungan
pajak penghasilan terutang harus dilakukan
rekonsiliasi fiskal.Rekonsiliasi fiskal pada laporan
laba rugi PT Trio Infotek Batam adalah sebagai
berikut ini:

1. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 yang mengatur
tentang  penghasilan yang  pajaknya
dikenakan PPh final, penghasilan jasa giro
harus dikoreksi fiskal positif karena
merupakan obyek PPh final yang tidak boleh
diakui sebagai pengahasilan.

2. Pengakuan dari biaya handphone hanya
diakui 50% (lima puluh persen) dari total
biaya handphonesesuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/
PJ./2002  tentang perlakuan pajak
penghasilan atas biaya pemakaian telepon
selulersehingga biaya handphone yang boleh
diakui sebesar Rp9.231.380 (Sembilan juta
dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus
delapan puluh ribu rupiah).

3. Biaya lain-lain yang merupakan bukan biaya
yang diperkenakan karena tidak ada bukti
transaksi sehingga harus dikoreksi positif
yang mengakibatkan biaya menjadi lebih
kecil.

SumberData: PT Trio Infotek Batam

Tahap selanjutnya ketika sudah menyelesaikan
laporan laba rugi fiskal adalah menghitung pajak
penghasilan  terutang  perusahaan.  Perusahaan
memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000
(empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga
penghitungan dilakuakan berdasarkan pasal 31E ayat
2 sebagai berikut:

PPhTerutang 2013: Rp134.282.858 X 50%
X 25% = Rp16.785.250

PT Trio Infotek Batam tidak memiliki kredit pajak
dalam negeri maupun luar negeri, namun ada
angsuran PPh pasal 25 yang dibayarkan oleh
perusahaan yang bisa menjadi pengurang dari pajak
penghasilan terutang perusahaan.Besarnya angsuran
PPh Pasal 25 perusahaan adalah Rp12.210.000 (dua
belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Perhitungan
PPh kurang bayar tahun 2013 PT Trio Infotek Batam
adalah sebagai berikut:
PPhKurangBayar: Rp16.785.250

— Rp12.210.000 = Rp4.575.250
PPh kurang bayar tersebut yang harus disetorkan
sebagai PPh terutang PT Trio Infotek Batam dan
terlampir pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan
untuk tahun 2013.

4.1.2 Penyetoran Pajak Terutang

PT Trio InfotekBatam telah melakukan penghitungan
pajak penghasilan terutang dan terjadi kurang bayar
sehingga harus melakukan penyetoran pajak
penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang
yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp4.575.250
(empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus
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lima puluh rupiah) dan tertera pada Surat Setoran

Pajak (SSP) perusahaan. Penyetoran SSP dilakukan LPRAKS
. . . SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
dengan kode akun pajak 411126 dan kode jenis s [[1 T]

setoran 200 dengan keterangan SPT PPh Pasal 29. A —
[f wasgy [P0 o T Qo[ [e] ¢ T sl ]

BULANY HARGA NILAISSA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN AMORTISASI
KELOMPOK | JENIS HARTA TAHUN PEROLEHAN AWALTAHUN [ PENYUSUTAN AMORTISASI | FISKAL TAHUNINI CATATAN
PEROLEHAN (RUPIAH) (RUPLAH) KONERSIAL]  FISKAL (RUPIAH)

=
l:'\ ! SURAT SETORAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN 1 cewean 1
1 il DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(SSP)

HARTA BERWLIUD
Kelomook 1

Untuk Arsip Wajib Pajak

newp lola] [elels| |alofa] [e] |z]als] [elolo]

Dilsi sesual dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

THESH Boana 16035

5 6704250 LRtk
431850000 447850

NAMA WP PT TRIO INFOTEK BATAM

ALAMAT WF:  JODOH SQUARE BLOK D NO 48
BATAM

nop e
i sesua dengan Nomor Obiek Paiak
ALAWAT OP

KELOMPOK BANGUNAN
Pemen

TikPemaren

Uraian Pembayaran

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran  SPT TAHUNAN BADAN

TONLAR PENYUSUTAN FIKAL
Lelafa]afz]e]  [2]lofo]

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL
SELISIHPENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 17711 ANGKA § HURUE  ATAU ANGKA  HURUF o)
HARTATAK BERWLLUD
Kelomaok

Wasa Parak
San [ reb [ war [ 7w [ war [ oo [ su | Aes | e [ o [ nev | om

[ T T T 1T T T 1

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan oiist

womorkeeapen <+ || | | | /L] T

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPK8 atau SKPKBT

Kelomook

192012 89355

Kelomaok 3

Jumiah Pembayaran 4575.250 Diisi dengan rupiah penuh

Kelomook

Terbilang :  EMPAT JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH

T ARTSIFSKLL. 7
ML AVORTSAS KOUERSEL 0

SELISIH AMORTISAS]( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771/ ANGKA § HURUF ; ATAU ANGKA 6 HURUFb) -
an [T ]

WAIIBPAIAK KUASA

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Waijib Pajak/Penyetor
BATAM, April 2014

LT ——

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .... Nama Jelas : SUHARMEN

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa”

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

[SUBARVEN)

Gambar 4.2 Lampiran Khusus Penyusutan dan Amortisasi
Fiskal
Sumber data: data olahan

Gambar 4.1 Surat Setoran Pajak Tahunan
Sumber Data: data olahan

2. Lampiran VI berisi tentang daftar penyertaan
modal pada perusahaan afiliasi, daftar pinjaman
(utang) dari pemegang saham dan/atau
perusahaan afiliasi serta daftar pinjaman
(piutang) kepada pemegang saham dan/atau
perusahaan afiliasi. Pada perusahaan tidak
terdapat daftar yang harus diisi sehingga
lampiran 1V dapat dituliskan nihil.

4.1.3 Pelaporan Pajak Terutang

Perusahaan akan melaporkan pelaporan PPh
terutang dengan membuat SPT tahunan badan. Pada
saat pelaporan SPT tahunan badan perusahaan harus
melampirkan SPT induk dan lampirannya serta
melaporkan laporan laba rugi perusahaan, neraca dan
laporan perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan
serta SSP lembar ketiga dengan bukti pembayaran
pajak terutang. Berikut tahapan dalam pengisian SPT

tahunan badan PT Trio Infotek 2013:

1. Langkah pertama yang harus diisi dalam SPT
tahunan badan adalah lampiran khusus vyaitu
lampiran  khusus daftar penyusutan dan
amortisasi fiskal. Perusahaan harus mengisi
penyusutan dan amortisasi aset tetap yang
dimiliki perusahaan sesuai peraturan perpajakan.
Pada saat pengisian harus  melakukan
pengelompokkan aset. Pada PT Trio Infotek
Batam ada 3 kelompok aset yang mempunyai
nilai penyusutan, serta tahun perolehannya dari
tahun 2000 hingga 2013. Perusahaan akan
menginput nilai dari penyusutan aset perusahaan
sesuai fiskal. Pada PT Trio Infotek Batam nilai
penyusutan  fiskal ~ sebesar Rp18.866.487
(delapan belas juta delapan ratus enam puluh
enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh
rupiah) sedangkan nilai penyusutan secara
komersial adalah Rp22.842.650 (dua puluh dua
juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam
ratus lima puluh rupiah. Perbedaan yang terjadi
sebesar Rp3.976.162 (tiga juta sembilan ratus
tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh dua
ribu rupiah) yang harus dilakukan koreksi
terhadap nilai penyusutan.
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LAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
< DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIAST
 DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DANATAU PERUSAHAAN AFILIAS|
« DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAL PERUSAHAAN AFILIAS!

1771 -VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

H
g
I

TARUN PAIAK

2013

L] BT [TeTe]

LAMPIRAN -V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

 DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
+ DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

1771-v

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAIAK

2013

TAHUN PAJAK

Gambar 4.3. Lampiran VI 1771
Sumber data: data olahan

3. Lampiran V berisi tentang:

a. Daftar pemegang saham/ pemilik modal dan
jumlah dividen yang dibagikan.
Pada perusahaan terdapat dua nama pemegang
saham vyaitu Suharmen dan Rias dengan jumlah
modal yang disetor sebesar Rp120.000.000
(seratus dua puluh juta rupiah) dan
Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta
rupiah). Presentase dari modal saham yang
disetor adalah 40% (empat puluh persen) dan
60% (enam puluh persen)

b. Daftar susunan pengurus dan komisaris
Pada perusahaan terdapat dua nama pemegang
saham sehingga nama tersebut yang harus diakui
sebagai pengurus dan komisaris perusahaan
sehingga Suharmen sebagai Direktur dan Rias
sebagai Komisaris. Pengisian beserta NPWP dari
masing-masing nama pengurus.

4.
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Gambar 4.4 Lampiran V 1771
Sumber data: data olahan

Lampiran VI berisi tentang PPh final dan
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Pada tahun pajak 2013, perusahaan tidak
memperoleh penghasilan bersifat final dan
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak,
sehingga pada lampiran VI dapat dituliskan nihil.
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Gambar 4.6. Lampiran 111 1771
1771 -1V LAMPIRAN - IV H Sumber data: data olahan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

oo 1

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK [Z 2013

[ (] 7. Lampiran Il berisikan tentang perincian harga
— CELL Ll P T L LTI pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya
[LLL w CELE dari luar usaha secara komerisal. Perusahaan
N e dalam melakukan pengisian lampiran 1l

berdasarkan dari laporan laba rugi perusahaan

[£] [€] @ (5)
secara komersial. Nilai yang tertera pada pada

IDENTITAS

BUNGA DEPOSITO/ TABUNGAN,
DAN DISKONTO S8/ S8

BUNGA DISKONTO OBLIGAS!

s et lampiran 11 harus sama dengan nilai yang tertera
GG pada laporan laba rugi komersial perusahaan. PT
B IS Trio Infotek Batam adalah perusahaan yang
e Ao bergerak dibidang jasa maka untuk pembelian
bahan, persediaan awal dan persediaan akhir
e yang diisi pada kolom harga pokok penjualan
e dikosongkan. Pada kolom biaya usaha lainnya
yaitu biaya yang berasal dari Kkegiatan
s operasional perusahaan dan diisi sesuai dengan
O biaya yang tertera pada laporan laba rugi
perusahaan. Pada kolom biaya dari luar usaha

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

adalah biaya yang berasal dari luar kegiatan
operasional perusahaan dan pada perusahaan

tidak ada biaya dari luar usaha sehingga dapat
dikosongkan. Pada kolom jumlah adalah hasil

PENGHASILAN BRUTO
JENIS PENGHASILAN

ITRANSAKSI DERIVATIF YANG

JUMLAH BAGIAN A NIHIL

(Rupia)
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Gambar 4.5 Lampiran 1V 1771
Sumber data: data olahan

2. [GAll, UPAH,BONL TFKAS, 000 558000000
5. Lampiran 1l berisi tentang kredit pajak dalam —
Negeri. Kredit pajak dalam negeri merupakan

pajak perusahaan yang telah dipotong oleh pihak
lain. Selama tahun 2013 perusahaan tidak

memiliki kredit pajak dalam Negeri sehingga
lampiran Il berisikan nihil dan harus selalu
mengisi tahun pajak dengan tahun 2013
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Gambar 4.7 Lampiran 11 1771
Sumber data: data olahan

8. Lampiran | merupakan penghitungan
penghasilan neto fiskal, yang harus diisi pada
lampiran ini adalah sebagai berikut:

a. Tahun pajak PT Trio Infotek Batam adalah tahun
2013

b. Kolom 1 (satu) vyaitu neto komersial dalam
negeri:

e Bagian a adalah peredaran usaha diisi
sebesar Rp Rpl1.079.170.000 (satu

s e s miliar tujuh puluh sembilan juta seratus

tujuh puluh ribu rupiah)
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e Bagian ¢ biaya usaha lainnya sama
dengan yang ada pada lampiran 1l yaitu
Rp987.669.870 (Sembilan ratus delapan
puluh jta enam ratus enam puluh
Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh
rupiah)

e Bagian d penghasilan neto dari usaha
hasil dari peredaran usaha dikurangi
dengan biaya usaha dikurangi harga
pokok penjualan dan biaya usaha
lainnya.

e Bagian e yaitu penghasilan dari luar
usaha, nilainya ~ sama  dengan
penghasilan lain-lain yang diterima oleh

h.

e Bagian e adalah jumlah dari seluruh
penyesuaian fiskal negatif

Kolom 7 (tujuh) yaitu fasilitas penanaman modal
berupa pengurangan penghasilan neto. Pada
tahun 2013 PT Trio Infotek tidak mempunyai
fasilitas penanaman modal tersebut maka dapat
diisi dengan 0 (nol)
Kolom 8 (delapan) yaitu penghasilan neto
fiskal yang berasal dari selisih antara kolom 3
(tiga) kolom 4 (empat) ditambah dengan selisih
antara kolom 6e dan 7b.

LAMPIRAN - |
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1771 -1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

FORMULIR
TAHUN PAJAK

perusahaan sesuai pada laporan laba
rugi komersial

e Bagian h yaitu jumlah adalah hasil dari
penghasilan neto dari usaha dan
penghasilan neto dari luar usaha

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

2013

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

IDENTITAS

PERIODE PEMBUKUAN

=z
3|

URAIAN RUPIAH
[E]

@
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGER!

Kolom 2 (dua) yaitu penghasilan komersial dari
luar negeri.
Pada tahun 2013 perusahaan tidak mempunyai
penghasilan dari luar negeri sehingga bisa dibuat
0 (nol)
Kolom 3 (tiga) yaitu jumlah penghasilan neto
komersial yang diperoleh dari penjumlahan
antara kolom 1h dan 2, sehingga penghasilan
neto komersial perusahaan sebesar
Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat
puluh lima ribu sembilan rupiah)
Kolom 4 (empat) yaitu penghasilan yang
dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk
objek pajak.
Pengisian kolom 4 (empat) berdasarkan pada
lampiran IV. Pada tahun 2013 perusahaan tidak
ada penghasilan yang bersifat final maka dapat
diisi 0 (nol)
Kolom 5 (lima) yaitu penyesuaian fiskal positif.
Pengisian kolom ini berdasarkan koreksi fiskal
positif. Pada PT Trio Infotek Batam ada dua
yang diisi pada penyesuaian fiskal positif yaitu:

e Bagian h tentang selisih penyusutan

komersial diatas penyusutan fiskal.
Angka untuk mengisi bagian h
diperolen  dari  lampiran  khusus

amortisasi dan penyusutan fiskal

e Bagian | yaitu positif fiskal lainnya.
Pada perusahaan selain penyusutan
yang dilakukan koreksi fiskal, ada biaya
yang perlu dilakukan koreksi yaitu
biaya handphone dan biaya lainnya
sebesar Rp10.934.575 (sepuluh juta
sembilan ratus tiga puluh empat ribu
lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

e Bagian m vyaitu jumlah dari seluruh
penyesuaian fiskal positif

Kolom 6 (enam) penyesuaian fiskal negatif
Adapun koreksi fiskal negatif pada PT Trio
Infotek 2013 :

e Bagian d vyaitu penyesuaian fiskal
negatif lainnya. Nilai untuk penyesuaian
fiskal negatif lainnya berasal dari
penghasilan jasa giro yang ada
diperusahaan

. PEREDARAN USAHA......... 1.079.170.000,00

b. HARGA POKOK PENJUALAN

. BIAYAUSAHALAINNYA ......ooco 987.669.870,00

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a- 1b-1c) 91.500.130,00

e PENGHASILAN DARI LUAR USAHA..... 28544879

f. BIAYA DARILUAR USAHA .....

. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( fe - 1f). 28544879

h. JUMLAH (1d+1g) 120.045.009,00

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGER
(Diidari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)

120.045.009,00

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h+2) ......

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .......

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.

b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..

c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .......

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM | PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
DENGAN PEKERJAAN

€. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN

f. PAJAK PENGHASILAN .......

g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM

h. SANKSI ADMINISTRASI ...
i, SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL

j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL

k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA

1. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA

m. JUMLAH S5asd.5l ..

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..

b, SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL

c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....

d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA 672.888,00

672.888,00

€ JUMLAH 82 S.0. Bd .ooccoccceveererrrseeececscrseecececosnnsssssss

FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO] 7h
TAHUNKE-  [7a] | (Difi dari Lampiran Khusus 4A Agka 5b) ...

PENGHASILAN NETO FISKAL (3-4+5m - e - 7b) 8 134.282.858,00

CATATAN:  Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.13231

Gambar 4.8 Lampiran | 1771
Sumber data: data olahan

Pengisian yang terkahir adalah pengisian SPT
induk tahunan badan. SPT induk terdiri dari dua
halaman. Adapun yang harus diisi pada SPT
induk halaman pertama adalah sebagai berikut:
NPWP PT Trio Infotek Batam
Bagian Identitas
e Nama Wajib Pajak
Batam
e Jenis Usaha : Jasa
e No Telepon Perusahaan
e KLU berdasarkan dari akta pendirian
perusahaan

: PT Trio Infotek
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e Periode Pembukuan :0113s.d 1213
c. Bagian Pembukuan/Laporan Keuangan
Pada bagian ini Pembukuan/laporan keuangan
perusahaan belum pernah dilakukan audit dan
tidak dikerjakaan oleh konsultan sehingga kolom
ini dapat dikosongkan
d. Bagian A yaitu Penghasilan Kena Pajak
e Kolom 1 (satu) Penghasilan neto fiskal
diisi sama dengan penghasilan neto
fiskal yang ada lampiran |
e Kolom 2 (dua) Kompensasi kerugian
fiskal, pada tahun 2013 perusahaan
tidak ada kompensasi kerugian fiskal
sehingga kolom ini dapat dikosongkan
e Kolom 3 (tiga) penghasilan kena pajak
adalah hasil pengurangan dari kolom 1
dan 2
e. Bagian B PPh terutang
e Kolom 4 (empat) PPh terutang yang
artinya perusahaan memilih criteria
yang digunakan dalam penghitungan
PPh terutang. PT Trio Infotek Batam
memiliki peredaran bruto dibawah
Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan
ratus juta rupiah) sehingga memilih

puluh lima ribu dua ratus lima puluh
rupiah).

Kolom 10 PPh yang dibayar sendiri.
Pada tahun 2013 PT Trio Infotek Batam
perusahaan membayar angsuran PPh
pasal 25 setiap bulannya, sehingga
jumlah pada satu tahun pajak yaitu
Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus
sepuluh  ribu  rupiah)  sehingga
perusahaan mengisi bagian d yaitu PPh
ps. 25 bulanan

g. Bagian D PPh kurang / lebih bayar:

Kolom 11 (sebelas) merupakan hasil
pengurangan dari kolom 9 dan kolom
10d. Hasil dari pengurangan tersebut
maka akan diketahui PPh kurang atau
lebih bayar. Pada tahun 2013 PT Trio
Infotek Batam terjadi PPh kurang bayar
sebesar Rp4.575.250 yang harus
dibayarkan oleh perusahaan

i 1
i

SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
sommmmremmeese] | 210]1 (3

[T spTPemBETULAN
KE-...

T
181 DENGAN HURUF CETAKIDIKETIK

NP WP
INAMA WAJIB PAJAK
JENIS USAHA
No. TELEPON

IDENTITAS

[PERIODE PEMBUKUAN

bagian c yaituu tarif pasal 31E ayat (1).
Kolom 5 (lima)
pengembalian/pengurangan kreidt pajak
luar negeri (PPh pasal 24) yang telah
diperhitungkan tahun lalu. Pada tahun
2013 perusahaan tidak mengalami
pengembalian/pengurangan kredit pajak
sehingga dapat dikosongkan.

Kolom 6 (enam) jumlah PPh terutang
yang merupakan hasil dari penjumlahan
kolom 4 dan 5.

Kolom 7 (tujuh) PPh ditanggung
pemerintah yang berasal dari proyek
bantuan luar negeri, pada tahun 2013
PT Trio Infotek tidak ada PPh yang
ditanggung pemerintah sehingga dapat
dikosongkan.

Kolom 8 (delapan) yaitu tentang kredit
pajak dalam negeri dan kredit pajak luar
negeri. Jika perusahaan ada kredit pajak

[NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus

[TTTTTTT

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

NPW P KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

" Pegn
(0]

RUPIAH *)
€]

2 |1 PENGHASILAN NETO FISKAL
(Dii dari Formulir 1771

1 Nomor 8 Kolom 3) 134.282.858

KOMPENSAS KERUGIAN FISKAL
Lampiran Khusus 2A Jumiah Kolom 8)

==
-

134.282.858

PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)

PPh TERUTANG

s

a Tarif PP Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3
b. [ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3

PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI [
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

JUMLAH PPh TERUTANG (4 +5) | 6 ‘ 16.785.250

PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Disi dari Formulir 1771-11l Jumiah Kolom 5)

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Disi dari L AN

jumizh Kolom 7)

©. JUMLAH (8a+8b) 0

o[ 7P YANG HARUS DIBAYAR SENDII

= — 16.785.250
b.[_] PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a PPhPs. 25 BULANAN 12.210.000

TP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)

c. PPhPs. 25 AYAT (8)/ FISKAL LUAR NEGERI

JUMLAH (103 + 100+ 100) 12210000

a. [ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b.[ ] PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 264)

dalam negeri maka nilainya harus sama
dengan lampiran Ill. Pada tahun 2013
PT Trio Infotek Batam tidak memiliki
kredit pajak dalam dan luar negeri maka
dapat disi dengan 0 (nol)
f. Bagian C Kredit Pajak

e Kolom 9 (sembilan)  selisih antar
Jumlah PPh terutang, PPh ditanggung
pemerintah dengan jumlah antara kredit
pajak dalam dan luar negeri. Setelah
perusahaan memperoleh hasil, maka
akan diketahui pada tahun tersebut
terjadi  kurang bayar atau lebih
dipungut. Pada tahun 2013 perusahaan
tidak ada kredit pajak dalam dan luar
negeri sehingga tahun 2013 terjadi
kurang bayar sebesar Rpl16.785.250
(enam belas juta tujuh ratus delapan

(©-10d).... |11 4575.250

TGl BLN THY

[ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAIAK
[Ipengembaiian pendahuiuan Pasal 17 atau Pasal 170 UU KUP)

PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL
PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11b MOHON

a[ ] DIRESTITUSIKAN
Khusus Resttusiuntuk Wajio Pajak dengan Ki

Gambar 4.9 SPT Tahunan 1771 Halaman 1
Sumber data: data olahan

10. SPT Induk Halaman 2 (dua):
a. Bagian E Angsuran PPh Pasal 25 Tahun berjalan
kolom 14

e Kolom 14a vyaitu penghasilan yang
menjadi dasar penghitungan angsuran
adalah sama dengan nilai dari
penghasilan kena pajak pada bagian A
kolom 3 halaman pertama.

e Kolom 14b yaitu kompensasi kerugian
fiskal, pada tahun 2013 tidak ada nilai
untuk kompensasi kerugian fiskal maka
dapat dikosongkan.
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e Kolom 14c vyaitu penghasilan kena = =

pajak 14c yaitu penghasilan kena pajak Formuli 1771  a—
yang merupakan seilisih dari kolom 14a T e s

dan 14b.

e Kolom 14d yaitu PPh yang terutang
sama dengan bagian B kolom ¢ halaman
pertama.

e Kolom 14e yaitu kredit pajak tahun lalu
atas penghasilan yang dipungut atau
dipotong pihak lain atau sama dengan
kredit pajak, nilai pada kolom ini sama
dengan 8c pada halaman pertama.

e Kolom 14f vyaitu PPh yang harus
dibayar sendiri yang merupakan selisi
antara kolom 14d dengan 14e

e Kolom 14g yatu PPh pasal 25 yang RSN DRGNP T T DT

a [5<] SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

KOMPENSAS| KERUGIAN FISKAL:
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumiah Kolom 9)

PENGHASILAN KENA PAJAK (142 - 14b) 134.282.858

PPh YANG TERUTANG
(Tarit PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)

KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 142
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

16.785.250

16.785.250

E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)

PPh PASAL 25 (1112 X 14f)

PPh FINAL
(Disi dari Formulir 1771-V Juiah Bagian A Kolom 5)

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRUTO
(Disi dari Formulir 1771- Jumiah Bagian B Kolom 3)

. PP FINAL DAN

TRANSAKSI DALAM | PENGHASILAN BUKAN
OBJEK PAIAK

150 0

a[ ] Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Pendudk Negara Tax Haven Country.
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 34, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*

bS] Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Isimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country

G. PERNYATAAN.
HUBUNGAN ISTIMEWA

nilainya diperoleh dari hasil pembagian v [X] weomankeumon
¢ x "TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1/8A-2 / 8A-3/ BA-4/ BA-5 / 8A-6)*
k I 1 4f d 1 b 1 12 b I 0. [5<] DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 14 Buku Peturjuk Pengisian SPT)*
olom Ibagi ulan. . [] PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampian Khusus 2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H H H H f. [] DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL ~(Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
b. Bagian F PPh final dan penghasilan bukan objek o [ OAFTAR ARG UTANAPERUSAHARN (Lapion s 5 B ek Penisen 7T
. . [] SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
paj ak i. [] PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
. . . . ! D KREDIT PAJAK LUAR NEGERI  (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
° Kolom 15a yaitu PPh final ni |a|nya [ SURAT KUASA KiuSUS (Bia dkuasakan)
|
sama dengan yang ada pada lampiran
IV Db ag ian A. v o SS—— o e 6 KPP
PERNVATARN
] KO I om 1 5 b yaotu pe n g h asl I an yang Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibainya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jeas.

tidak termasuk objek pajak penghasilan

. R a& WAJIB PAIAK hDKuAsA c o[ BOBE
bruto nilainya sama dengan lampiran IV et

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

bagian B.
c. Bagian G Pernyataan Transaksi Dalam
Hubungan istimewa

PENGURUS / KUASA

e PT Trio Infotek Batam tidak ada

transaksi hubungan istimewa maka
memilih kolom 16b dengan memberi —
tanda silang Gambar 4.10 SPT Tahunan 1771 halamanan 2

Sumber data: data olahan

11. Tahap selanjutnya adalah mengisi transkip
elemen laporan keuangan perusahaan. Pada
transkip ini perusahaan mengisi neraca serta
laporan rugi perusahan secara komersial. Pada
transkip elemen laporan keuangan perusahaan
harus melihat jenis dari perusahaan, karena pada
lampiran transkip ini ada 6 jenis perusahaan
yaitu perusahaan industri manufaktur,
perusahaan dagang, bank konvensional, bank
syariah,  perusahaan asuransi dan non
kualisifikasi. PT Trio Infotek Batam yang
merupakan perusahaan jasa sehingga mengisi
transkip lelemen laporan keuangannya pad
perusahaan nin-kualisifikasi.

d. Bagian H Lampiran
e PT Trio Infotek Batam pada saat
pelaporan melampirkan SSP kurang
bayar, laporan Kkeuangan, transkip
kutipan elemen-elemen laporan
keuangan serta daftar penyusutan dan
amortisasi  fiskal, maka perusahaan
memilih kolom 17a,b,c dan d dengan
memberi tanda silang
e. Pengisian nama lengkap pengurus atau kuasa
beserta NPWP dan tanda tangan pengurus atau
kuasa
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= |

86 NON- LAMPIRAN KHUSUS 8A6
"0 | KUALIFIKAS| SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN 2 113
DARI LAPORAN KEUANGAN

L] (DL GEL [ LI [l

WA WATE PAIRK Pl Tolrelo] Tafwlelo [ele[x[ Te[alefa[n[ TTTTTTTTT]

. ELEMEN DARI NERACA

URAIAN NILAI (RUPIAH) URAIAN NILA (RUPIAH)

s Dan sETARA KiS RplOB 19401200 [HUTANG Usiiih PIHAK KETIGA RpZI3385.18000

[HUTANG Uk PIHAK YANG ENPUNYA!

INVESTAS| SEVENTARA [HuBUNGAN ISTIVEWA

3 [puTanG usssia Pk KeTIGA RpTH 0000 [Hurane BuvGa.

[PIUTANG Ui PIHAK YANG MENPUNYA HUBLIGAN

o 6785 250,
lSThEwA IHUTANG PAJAK ROI6 78525000

[PIITANG LAN-LAINPHAK KETIGA [HuTANG DIVOEN

[PIUTANG LAIN-LAIN PHAC YANG NEMPUNYA HUBUNGAN

IsThiEwA [BAYA YANG MASIH HARUS DBAYAR

IPENYISHAN PIUTANG RAGURAGU [HuTANG BAK

[BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH

IPERSEDIARN [TEMPO DAL TAHUN BERJALAN

[BEBAN DIBAYAR DIMUKA JUANG MUKA PELANGGAN R2203200000

JUANG MUKA PEVBELIAN 10 KEWAJBAN LANCAR LAKNYA

[akriva Lancer Lana 11 /HUTANG BANK JANGKA PANOANG

IPIUTANG JANGKA PANJANG 12.|HUTANG USAHA JANGKA PANIANG PIHAK LA

JANGKA PANJANG PIHAK YANG.

[TANAH DAN BANGUNAN JBUNGAN STIVEWA

JakTiva TETAP LANYA RpBE7 30001400 16 [KEWAIBAN PAIAK TANGGUHAN

IDKURANGI AKUMULAS] PENYUSUTAN RITLILTIN 15 KEWAJBAN TIDAK LANCAR LAINYA

INVESTAS|PADA PERUSHHAN ASOSIASI 16MODAL StHAN RYSOD00000000

7 [IVESTAS! JAGKA PAAIANG LANKYA . DISETOR)

[aRTA ToAK BERWLILD 18LABA DITAHAN TAHUN-TRHUN SEBELUMNYA RoIBS411400

[AKTIVA PAJAK TANGGURAN 19]LABA DITAHAN TAHUN I RIBZITIN

[AKTIVA TIDAK LANCAR LANKYA [EKUITAS LARAN

UMLAH AKTIVA Rp643.531. 30300 UMLA KEWATBAN DAN EKUTAS Rp4393130300

ELEMEN DARI LAPORAN LABAIRUGI

NILAI (RUPIAH)

[PENIUALAN BERSH L0970

2 perseDiaaN AWAL

lPevseLn

[PERSEDIAAN AKHR

[HARGA POKOK PENJUALAN 2 +3-4)

g koTOR 1-5) 1817000

7 pesmpenuALAN

[BEBAN UNUM DAN ADMINISTRAS! 96766970

lLasAusAHA(6-7-8) SLsI0.13)

[PENGHASILANIBEBAN) LN B

oaGiaN L1 (RUG) PERUSEHAN ASOSISI

2 LABARUGI SEBELUMPAIAK PENGHASLAN 8+ 10 +11) 10045008

1678525

|LABA [RUG) DARI AKTITAS NORMAL (12 13) 1325875

lPos LuR Biasa

|LABARUGI SEBELUM HaK NINORITAS 14+ 15) 103250759

7 |HAK HINORITAS ATAS LABA (RUG) BERSIH ANAK PERUSAHARN

|Las BeRSH (6. 17) 1325875

ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKS! NILAI TRANSAKS! (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadarsepenufnya akan segal kibanyafmasuk sankssaksi st engan elentuan peundangundangen yang ber, saya menylakan b apa yang telah saya

bertahuken di atas adlah benar, lengkap den s
: ‘ HEREN

(Tenga) [T o) [

b. | x| WAJB PAIAK D KUASA

¢. NAMA LENGKAP
[slolelalefule W TTTTTTTTTTTTITTITTT]

0 Tanda angen i cap perusehaan]

Gambar 4.11 Elemen Transkip Laporan Keuangan
Sumber data: data olahan

Menurut UU No 36 tahun 2008, SPT tahunan
badan paling lambat dilaporkan 4 (empat) bulan
setelah tahun pajak yaitu 30 April setiap tahunnya.
Perusahaan yang terlambat melaporkan SPT tahunan
badan akan didenda Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
SPT tahunan badan yang telah diterima oleh KPP
(Kantor Pelayanan Pajak) maka perusahan akan
menerima bukti tanda terima SPT tahunan yang berisi
nomor, NPWP dan nama perusahaan yang telah
ditandatangi oleh petugas KPP. Perusahaan harus
mempunyai salinan dari SPT tahunan yang telah
dilaporkan.

4.2 PP No 46 Tahun 2013

4.2.1 Perhitungan Pajak Terutang

Pada pertengahan 2013 pemerintah mengeluarkan
peraturan baru untuk usaha yang memiliki peredaran
tertentu yaitu PP No 46 tahun 2013. PP No 46 tahun
2013 mengkhusukan untuk Usaha Kecil Menengah
(UKM) yang memiliki peredaran bruto dibawah
Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah). Dasar pengenaan pajak pada PP No 46 tahun
2013 adalah peredaran bruto setiap bulannya.

PT Trio Infotek Batam yang memiliki peredaran
bruto setahun kurang dari Rp4.800.000.000 (empat
miliar delapan ratus juta) merupakan salah satu objek
pajak yang terkena PP No 46 tahun 2013. Penulis
berasumsi bahwa selama setahun PT Trio Infotek
Batam menggunakan PP No 46 tahun 2013.Pada
tahun 2013 bulan Januari sampai dengan Desember

perusahaan memiliki peredaran bruto seperti berikut:
Tabel 4.3 Peredaran Bruto Januari sampai dengan Desember

2013
Peredaran Bruto Januari sampai Desember 2013
Januari Rp80.740.000,00
Februari Rp96.760.000,00
Maret Rp93.750.000,00
April Rp90.000.000,00
Mei Rp86.250.000,00
Juni Rp95.750.000,00
Juli Rp93.500.000,00
Agustus Rp82.000.000,00
September Rp84.920.000,00
Oktober Rp97.000.000,00
November Rp91.000.000,00
Desember Rp87.500.000,00
Jumlah Pendapatan Rp1.079.170.000,00

Sumber data: PT Trio Infotek Batam

Tarif yang berlaku pada PP No 46 tahun 2013
adalah 1% (satu persen) dikalikan dengan peredaran
brutosetiap bulannya. Perolehan hasil dari perkalian
tersebut yang merupakan pajak terutang perusahaan
dan bersifat final yang aritnya tidak dapat diangsur
ataupun dikreditkan. Berikut perhitungan PPh
terutang perusahaan setiap bulannya berdasarkan PP
No 46 tahun 2013:
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Tabel 4.4. Perhitungan PPh Terutang
Sumber data: data olahan

Peredaran Bruto Januari sampai Tari
Desember 2013 f PPh terutang

Januari Rp80.740.000,00 | 1% Rp807.400,00
Februari Rp96.760.000,00 | 1% Rp967.600,00
Maret Rp93.750.000,00 | 1% Rp937.500,00
April Rp90.000.000,00 | 1% Rp900.000,00
Mei Rp86.250.000,00 | 1% Rp862.500,00
Juni Rp95.750.000,00 | 1% Rp957.500,00
Juli Rp93.500.000,00 | 1% Rp935.000,00
Agustus Rp82.000.000,00 | 1% Rp820.000,00
September Rp84.920.000,00 | 1% Rp849.200,00
Oktober Rp97.000.000,00 | 1% Rp970.000,00
November Rp91.000.000,00 | 1% Rp910.000,00
Desember Rp87.500.000,00 | 1% Rp875.000,00

Rp1.079.170.000,0 Rp10.791.700,0
Jumlah 0 0

Pada PP No 46 tahun 2013 perusahaan tidak
perlu melakukan rekonsiliasi fiskal karena nilai pajak
terutang diperoleh dari peredaran bruto perusahaan
yang telah dikenakan tariff PPh finak. Peredaran
bruto perusahaan adalah nilai jual dari produk atau
jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada akhir
tahun pajak, perusahaan tidak perlu lagi melakukan
perhitungan pajak terutang karena pajak terutang
sudah dibayarkan setiap bulannya yang bersifat final.
PPh terutang yang dimiliki perusahaan setiap
bulannya harus dibayarkan ke kantor pos atau bank
yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

4.2.2 Penyetoran Pajak Terutang

Penyetoran atas PPh terutang perusahaan dilakukan
setiap bulan disetorkan melalui kantor pos atau bank
yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan
dengan melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak).
Perusahaan menyetor dengan mengisi kode akun
pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 dengan
keterangan PPh final wajib pajak dengan peredaran
bruto terntentu pada SSP. Pada PP No 46 tahun 2013
perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran PPh
pasal 25 karena pada peraturan ini tidak terdapat
penghitungan untuk pembayaran angsuran pajak.
Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap
bulannya. Berikut contoh SSP yang atas PPh final
bulan agustus yang dibayarkan pada bulan
september:

! Lp KEMENTERIAN KEUANGAN R.I LEMBAR

A= _*F  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
( ) Untuk Arsip Wajib Pajak

% SURAT SETORAN PAJAK

ww Lol o] Lslsls] [s]e]a] [e] [2]:]e] Lelele]

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMAWP :  PT TRIO INFOTEK BATAM

ALAMAT WF:  JODOH SQUARE BLOK D NO 48
BATAM

v L L L ) ) L

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP

Uraian Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran PPh final wajib pajak dengan peredaran bruto terntentu
Lelelalalzle]  |elelo]

Masa Pajak

Jan | Feb | Mar [ Apr Mei Jun Jul Ags | Sep Okt [ Nov Tahun Pajak
XXX | 20 | 1 | 3 |

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

NomorKelelapan:||||||/||||/ /||||/

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 820.000 Disi dengan rupiah penuh
Terbilang : DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal BATAM, September 2013

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ......c.ooovvuvmnneisnnnninnns Nama Jelas : SUHARMEN

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Gambar 4.12 SSP PP No 46 tahun 2013
Sumber data: data olahan

4.2.3 Pelaporan Pajak Terutang

Pelaporan pajak terutang perusahaan dilaporkan
setiap bulannya ke KPP dengan melampirkan SPT
Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan final serta SSP
sebagai tanda bahwa pajak tersebut sudah dibayar
perusahaan. Dalam pelaporan diisi pada kolom no 14
dengan keterangan penghasilan final dari peredaran
usaha tertentu dan nilainya sesuai dengan PPh
terutang perusahaan setiap bulannya.Perusahaan
harus melaporkan paling lambat tanggal 20 setiap
bulannya.

Pada tahun akhir pajak perusahaan juga harus
melaporkan SPT tahunan badan perusahaan sesuai
dengan yang tertera pada peraturan menteri keuangan
no 107/PMK.011/2013 tentang tata  cara
penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak
penghasilan atas penghasilan dari usaha yang
diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu. Pengisian SPT tahunan
badan berdasarkan PP no 46 tahun 2013 terdapat
perbedaan dengan UU no 36 tahun 2008. Perbedaan
yang terjadi terletak pada 1771 lampiran I, lampiran
IV dan SPT Induk.

Pengisian SPT tahunan badan pada PT Trio
Infotek Batam berdasarkan PP no 46 tahun 2013
sama dengan UU no 36 tahun 2013 mengenai bentuk
SPT dan urutan pengisiannya. Berikut cara pengisian
1771 lampiran 1V dan lampiran | dan SPT Induk
berdasarkan PP no 46 tahun 2013:
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Lampiran IV 1771 yaitu tentang PPh final dan
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Tahun Pajak : 2013

kolom identitas

NPWP Wajib Pajak

Nama Wajib

Periode pembukuan : 01.13 s.d 12.13

Bagian A PPh Final

o PPh final 1% (satu persen) yang dibayarkan

perusahaan setiap bulannya harus diisi pada

lampiran 1V sesuai dengan hasil pendapatan
perusahaan selama tahun 2013.PPh final
tersebut diisi pada kolom 14a dan keterangan
pada jenis penghasilan adalahpenghasilan
yang terkena PPh final untuk peredaran bruto,
dasar pengenaan pajaknya sebesar
Rp1.079.170.000 (satu miliaar tujuh puluh
sembilan juta seratus tujuh puluh rupiah),
tariff 1% (satu persen) dan PPh terutangnya
adalah hasil perkalian antara dasar pengenaan
pajak dengan tarif.

1771 |V LAMPIRAN - IV

- SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
EUBTERAEUMGAIR!
'DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

] e ([} [ (L LT
; L] LTl D LA TR

BAGIAN A : PPFINAL

DESARPENGENAANPAIAK PRTERUTANG

JENS PENGHASLA
HSPEIGHSLAN (g ) (g

a S J 0]

BUNGADEPOSITO TABUNGAN
DANDISKONTOSBI/ SN

2| BUNGAIDISKONTO OBLIGAS!
VAG DPERDAGANGHAN | DLAPORKAN
PERDAGANGANIYA D BURSA EFEK

PENGHASIAN PENIUALAN SIHAN
0/BURSA EFEX

4| PENGHASLAN PENIUALAN SHHAM
ALK PERUSAHAAN HODAL VENTURA

PENGHASLAN USAHA PENYALLR | EALER |
HGEN PRODUK B8

PENGHASIAN PENGALIAN HAK ATAS
TANAH/ BANGUNN

& PELAKHIRKONSTRUKS]

b PERENCAA KOUSTRUKS

& PENGAVAS KONSTRUS

PERIAKLAN DAGANG ASNG

10| PELAVARAN PENERBANGAN ASIG

11| PELAYARAN DALAM NEGER)

2. | PENLAUKEVBALIAKTVA TET

5, [TRANSAKS DERNATIF YANG

ERRENA PPH FNAL 1079170000 10791700

JUMLAH BAGIAN A 10791700

Pocttara e T gl

BAGIN B - PENGHASILAN YANG TIAK TERIASUK OBJEK PAIAK

PEIGHASLANBRUTO
JENS PENGHASLAN

[

BANTUAN | SUNBAGAN

HBwH

DIVIDEN  BAGIANLABA DARIPENYERTAAN HODAL
P

URAN DAN PENGHASIN TERTENTU YANG DTERIA DANA PENSUN

BAGIAN LABA YANG DITERNAPERUSAHAAN ODAL VENTURA
[DHRIBADANPASHNGAN USHiA

DANPENGENBANGAN Pasel 4 Ayt (1) it m U PH)

JNLAK BAGAND B NIHIL

et aFam Tl g S

ORGP T SO AT [

DIl
1=

Gambar 4.13 Lampiran 1V 1771 menurut PP no 46 Tahun

2013
Sumber data: data olahan

Lampiran | merupakan penghitungan
penghasilan neto fiskal, yang harus diisi pada
lampiran ini adalah sebagai berikut:

Tahun pajak PT Trio Infotek Batam adalah tahun

2013

Kolom 1 (satu) vyaitu neto komersial dalam

negeri:

¢ Bagian a adalah peredaran usaha diisi sebesar
Rp Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh
sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

e Bagian ¢ biaya usaha lainnya sama dengan
yang ada pada lampiran 1l  vaitu
Rp987.669.870 (Sembilan ratus delapan
puluh jta enam ratus enam puluh Sembilan
ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)

e Bagian d penghasilan neto dari usaha hasil
dari peredaran usaha dikurangi dengan biaya
usaha dikurangi harga pokok penjualan dan
biaya usaha lainnya.

e Bagian e yaitu penghasilan dari luar usaha,
nilainya sama dengan penghasilan lain-lain
yang diterima oleh perusahaan sesuai pada
laporan laba rugi komersial

e Bagian h yaitu jumlah adalah hasil dari
penghasilan neto dari usaha dan penghasilan
neto dari luar usaha

Kolom 2 (dua) yaitu penghasilan komersial dari

luar negeri.

Pada tahun 2013 perusahaan tidak mempunyai

penghasilan dari luar negeri sehingga bisa dibuat

0 (nol)

Kolom 3 (tiga) yaitu jumlah penghasilan neto

komersial yang diperoleh dari penjumlahan

antara kolom 1h dan 2, sehingga penghasilan
neto komersial perusahaan sebesar

Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat

puluh lima ribu sembilan rupiah)

Kolom 4 (empat) vyaitu penghasilan yang

dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk

objek pajak.

Pengisian kolom 4 (empat) berdasarkan pada

lampiran 1V. Pada tahun 2013 asumsi bahwa PT

Trio Infotek Batam menggunakan PP No 46

tahun 2013 maka nilai pada kolom 4 sama

dengan yangada di lempiran V.

Kolom 5 (lima) yaitu penyesuaian fiskal positif.

Pengisian kolom ini berdasarkan koreksi fiskal

positif. Pada PT Trio Infotek Batam ada dua

yang diisi pada penyesuaian fiskal positif yaitu:
e Bagian h tentang selisih penyusutan
komersial diatas penyusutan fiskal.
Angka untuk mengisi bagian h
diperolen  dari  lampiran  khusus
amortisasi dan penyusutan fiskal
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e Bagian | yaitu positif fiskal lainnya.
Menurut PP No 46 tahun 2013 seluruh
biaya yang terjadi pada perusahaan
harus dilakukan koreksi fiskal positif.
Biaya  penyusutan yang  sudah
disesuaikan pada kolom h, maka untuk
mengetahui nilai  dari seluruh
penyesuain fiskal positif lainnya dengan
cara mencari selisih antara biaya usaha
lainnya dikurangi dengan kolom h.

e Bagian m vyaitu jumlah dari seluruh
penyesuaian fiskal positif

g. Kolom 6 (enam) penyesuaian fiskal negatif
Adapun koreksi fiskal negatif pada PT Trio
Infotek 2013 :

e Bagian d yaitu penyesuaian fiskal negatif
lainnya. Nilai untuk penyesuaian fiskal
negatif lainnya berasal dari penghasilan jasa
giro yang ada diperusahaan

e Bagian e adalah jumlah dari seluruh
penyesuaian fiskal negatif

h. Kolom 7 (tujuh) yaitu fasilitas penanaman modal
berupa pengurangan penghasilan neto. Pada
tahun 2013 PT Trio Infotek tidak mempunyai
fasilitas penanaman modal tersebut maka dapat
diisi dengan 0 (nol)

i. Kolom 8 (delapan) yaitu penghasilan neto
fiskal yang berasal dari selisih antara kolom 3
(tiga) kolom 4 (empat) ditambah dengan selisih
antara kolom 6e dan 7b.

1771 | 20013 L AMPIRAN - 1

- SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KENEERAEUSGAR
OREKTORAT JENOERAL PAIAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

CLLS [ [LE]
wwspc [P D[ el [e]eel el oL I TTTTTTT]

PeronE PUUAN s P[]

URAIAN RUPIAH
@ 0]

IDENTITAS

PENGHASILAN NETO KOVERSIAL DALAM NEGERT

a PEREDARAN USAHA 1079.170.000,00

b, HARGA POKOK PENJUALAN

¢, BAYAUSAHA LANN 987.669.870,00

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (fa-b-1c ) 91.500.130,00

28544879
e P

[

. 1) 28544879

h JUMLAH (1d+1g) 120,045.009,00

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGER!
(DisidariLampiran Khusus 7A Koo 4)

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h +2) 100500900

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PP FINAL

DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 1078.170.000

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
a BAYA YANG DIBEBANKAN | DIELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAN, SEKUTU, ATAU ANGGOTA

b, PEMBENTUKAN
¢, PENGGANTIAN ATAU INBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DAL

d UMK

e, HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN

. PAIAKPENGHASILAN
g GAJIYANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
ATAUCV TIOAK

B SANKSI ADINISTRAS!

L SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL D

i ol FISKAL

k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA

L POSITIF LAINNY 983.693.708,00

m JUMAH 5 5.5 987.669.870,00

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF
a

b

¢ PENGHASILAN

d NEGATIF LAINN: 2854487900

e JUMLAH 6a 3. 63

7 BERUPA Anero[
TAHUNKE (DisidariLampiran Khusus 4A Angka )

8. | PENGHASILAN NETO FISKAL (34 +5m -Ge - To) 6

CATATAN:  Pindatkan jumiah Angka 8 ke Formul 1771 Huruf A Angka 1

0113231

Gambar 4.14 Lampiran | 1771 menurut PP no 46 tahun 2013
Sumber data: data olahan

3. SPT Induk yang berdasarkan PP no 46 tahun 2013
bernilai 0 (nol) pada halaman satu dan dua karena
penghasilan neto fiskal bernilai 0 (nol). SPT tahunan
yang bernilai 0 (nol) harus tetap dilaporkan oleh
perusahaan ke KPP sebagai SPT tahunan
perusahaan.

|
mulir 1771 Halaman 2|

)
. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR
PENG! W

KOMPENSAS! KERUGIAN FISKAL:
(Disi dari Lampiran Knusus 2A Jumiah Kolom 9)

C. PENGHASILAN KENA PAJAK (14— 14b)

E ANGSURAN PP PASAL 25 TAHUN BERJALAN

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 140)

PR PASAL 25 (1/12 X 14)

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 177211, 17710, 1770, 17734, 1771V, DAN 17731
SAMA INI DILAMPIRKAN PULA

a. [5] SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PP PASAL 29

b. [5] LAPORAN KEUANGAN

= EMEN-ELEEN DARI L 116A2/8A3 1884 1 BAS [ 8AG)
o ] oartar per WORTISASI FISKAL

. [] PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FisH jan SPT)

1. (] DAFTAR FASILITAS PENANAVAN MODAL (L

£ | 0. [ oAFTAR cABANG UTAWA PERUSAHAAN (L
£ | n 5] sumar seroran paik Levans ke
2 | i ] PERMITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
3 5] KREDIT PAIAK LUAR NEGER
[] SURAT KUASA KUSUS (Bia dkua

«
'

yang b
dalah benar, lengkap dan folas.

oD wase a5 [] wussa © o[ 17 [e[< [T
b o B A

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAVA LENGKAP
PENGURUS/KUASA - @ [TTTT]

NPWP
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SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

|

1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN :  + SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 ‘ O ’ 1 3

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

+ IS DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM ] SPT PEMBETULAN
+ BERITANDA "X" PADA D(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

JENIS USAHA

INO. TELEPON

PERIODE PEMBUKUAN n.ln sd

ecara powsi ketoreuskT fousseur) < [ [ [ [ [ [ [T [ [T [ [T[TTTTTITT]

IDENTITAS

PEVBUUAN | LAPORAN KEUMNGAN [ J oo ] opwuaxuan [ Jrosowwor
wasearorprnee [ [ [T T ITTTTTITITTTITITTITTITTT]

wewe kvorsonaveiek [ [T [T 1] 0] L] [I1J

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK
nawmnorkovsuravemss < [[ T[T ITTTTTTTIITTTTTTTT]
NPWP KATORKONSULTANPAIK < [ | |

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

3

. KOMPENSAS| KERUGIAN FISKAL

[
1. PENGHASILAN NETO FISKAL | 0
(Disi dari Formuiir 1771-| Nomor 8 Kolom 3) .
(Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) I

laba yang diperoleh dari penjualan akan digunakan
untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan.
Penghitungan PP no 46 tahun 2013 yang
menjadikan omset penjualan sebagai dasar pengenaan
pajaknya tidak selalu merugikan perusahaan.
Perbandingan nilai pajak terutang antara PP no 46
tahun 2013 dengan UU no 36 tahun 2013 dapat

dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6 Perbandingan PP No 46 tahun 2013 dengan UU No

A. PENGHASILAN | _|
KENA PAJAK

PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)

PPh TERUTANG (Pl salah st sesua dengan dengan e Waib Paak. Unuk b snya, et Buku Peturidk Pngisan SPT)

a [ TarfPPh Ps. 17 ayat (1) Hurufb X Anga 3 ..
b. [ Tarit PP Ps. 17 ayat (20) XANGKa 3 .o .
¢. [X] it PP Ps. 31€ ayat (1)

(Lnat Buku Peturjk)

PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Y
z
<
g
B}
[4
u
g
<
T
o
[}

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU I_I

. JUMLAH PPh TERUTANG (4 +5).........

1
. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Neger) ..

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Disi dari Formuiir 1771-1ll Jumlah Kolom 5) »
(Disi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) I

JUMLAH (82 +8)

a [X] PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDRI b1 |E|
i TSRO -7

b.[] PP YANG LEBIHDIPOTONG / DIPUNGUT

C. KREDIT PAJAK

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
PPh Ps. 25 BULANAN.....

STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)

PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI

JUMLAH (10a + 10b + 10c)

& [X] PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) o9, |
b.[ ] PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 264)

PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.2 DISETOR TANGGAL D] n
PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11b MOHON [T T
o] DRESTITUSKAN

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

b. D DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
[Jpengemalian Pecatucen(Pase 17t Pasal 7D WUKLR)

D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

Gambar 4.15 SPT Tahunan 1771 Halaman 1 menurut PP no
46 tahun 2013
Sumber data: data olahan

Gambar 4.16 SPT Tahunan 1771 menurut PP no 46 Tahun
2013
Sumber data: data olahan

4.3 Keuntungan/Kerugian Atas Penerapan
PP No 46 Tahun 2013 dibandingkan
dengan UU No 36 Tahun 2008

Pada PP no 46 tahun 2013 yang menjadi dasar

pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto sebulan

yang dimiliki perusahaa.Perusahaan sangat sering
berasumsi kalau peraturan ini adalah peraturan yang
merugikan perusahaan karena dasar pengenaan
pajaknya adalah dari peredaran bruto sebulan
perusahaan.Peredaran bruto perusahaan adalah nilai
penjualan perusahaan. Pada dasarnya perusahaan
dalam  menentukan  nilai  penjualan  akan
memperhitungkan laba dari penjualan akan tetapi

36 tahun 2008
LTI T PP No 46 Tahun 2013 UU No 36 Tahun 2008
(L] CLO O O 00 0
Lab:
LTI T aba
[ (T 000 O (T (1 Rp Perusaha
o] Penjualan 1.079.170.000 an Rp134.282.858
[€]
. . Pot 50%
Tarif 1% Tarif otongan 52
Tarif 25%
B 0 PPh
terutang Rp16.785.250
PPh pasal
PPh yang Rp10.791.700 | 25 Rp12.210.000
dibayar
PPh
kurang
bayar Rp 4.575.250

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa
PPh terutang yang harus dibayar perusahaan akan
lebih ringan jika menggunakan PP No 46 tahun 2013.
PT Trio Infotek Batam yang merupakan perusahaan
yang bergerak dibidang jasa, PP no 46 tahun 2013
akan menguntungkan perusahaan karena nilai PPh
terutang lebih kecil.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa akan
sangat menguntungkan dengan adanya PP no 46
tahun 2013 karena perusahaan tidak akan dipungut
PPh pasal 23 sebesar 2% (dua persen) jika
perusahaan menggunakan SKB (surat keterangan
bebas). Perusahaan yang membuat SKB tidak akan
dipungut PPh pasal 23/26 atas kegiatan penjualan
jasa.

4.4 Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Pada Tahun

Transisi
PP no 46 tahun 2013 diberlakukan mulai Juli 2013
untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto
dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan
ratus juta rupiah). Selama tahun 2013 ada 2 (dua)
peraturan yang berlaku untuk perusahaan yang
memiliki peredaran bruto tertentu yaitu pada bulan
Januari sampai dengan Juni menggunakan peraturan
UU no 36 tahun 2008 dan pada bulan Juli sampai
dengan Desember menggunakan PP no 46 tahun
2013.

4.4.1. Perhitungan PPh Terutang Akhir Tahun

2013

Perhitungan PPh terutang pada akhir tahun pajak

pada tahun 2013 menggunakan 2 (dua) peraturan

dengan merekonsiliasi biaya dan pendapatan yang

terjadi pada bulan Juli-Desember. Berikut langkah-

langkah dalam penghitungan PPh terutang pada tahun

2013 untuk perusahaan dengan penghasilan

peredaran bruto tertentu:

1. Perusahaan melakukan penghitungan komersial
sesuai dengan laporan laba rugi perusahaan
selama tahun 2013. Penghasilan neto komersial
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diperoleh dari selisih dari pendapatan dengan
biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pada

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri

2 . Peredaran Usaha Rp_1.079.170.000
gambar diberi warna kuning. Harga Pokok Penjualan
2. Melakukan penghitungan atas peredaran bruto Biaya Usaha Lainnya Rp 987669870
dari bulan Juli sampai dengan Desember. Pada Penghasiln Neto Useha Rp__ 91500130
L . Penghasilan Luar Usaha Rp 28544879
gambar diberi warna biru. .
) . . Biaya Luar Usaha
3. Melakukan penghitungan biaya perusahaan dari Penghasian Neto Luar Useha D 120065009
bulan Januari sampai dengan Juni 2013. Pada Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri
gambar diberi warna oren. Penghasilan Neto Komersial p_ 120,045,009
4. Melakukan penghl.tungan selisih d_a“ biaya usaha} Penghasilan Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu (PP No 46 tahun 2013)
setahun dengan biaya usaha dari bulan Januari Petedaran Bruto Juli-Desember
sampai dengan Juni. Setelah diperoleh hasilnya Jul Rp93.500.000,00
maka hasil dari selisih tersebut adalah biaya dari Agustus Rp62.000.000,00
bulan Juli-Desember 2013. Pada gambar diberi Septmtt RpB4 92000000
Oktober Rp97.000.000,00
ungu. _ N Novemtr Rp9LO00.000.00
5. Melakukan  penghitungan  selisih  antara Desember Rp87.500.000,00
pendapatan bulan Juli sampai Desember dengan Biaya Usafa tahun 2013
biaya usaha Juli sampai dengan Desember. Hasil Biaya Usafa Laimnya__ Rpd87.569.670,00
dari selisih t but diakui sebagai koreksi fiskal Biaya Usaha Januari-Juni 2013
arl. §e isih terse u. iakui sebagai kore §| iska BIAYA GAl Ro TS50
positif karena hasil tersebut adalah hasil yang BIAYAATK 10771750
bersifat final. Pada gambar diberi merah muda. BIAYA SEWA KANTOR 12000000
6. Melakukan penghitungan penghasilan neto fiskal ::ﬁiﬁ;ﬁﬁcow iggéggg
dengan cara_ mencari selisih an_tara _pengha5|_lz_;1n BIAYALP TET
neto komersial dengan penyesuaian fiskal positif. BIAYA LISTRIK 26010500
Penghasilan neto fiskal yang diperoleh adalah BIAYAARR 5588.000
dasar dalam  menghitung PPh  terutang BIAYA ASURANSI 16212884
: - BIAYA TRANSPORT 26536000
perusahgan karena p_enghasnan neto f|sI_<aI adalah AYAPERLENGKAPAN 7060
penghasilan kena pajak. Pada gambar biru muda. BIAYA PERJALANAN DINAS .
7. Penghitungan PPh terutang dari penghasilan neto BIAYA ADM BANK 1100200
fiskal pada gambar diberi warna hijau. BIAYA BUNGA PINJAMAN 6429199
Penghitungan dilakukan dengan cara: BIAYA DEPRESIAS LD
_ Y 25% BIAYABI LAIN-LAIN 851508 |Rp 493834935
PPhterutang: Rp.77.959.944x50 /Ox_ 0 Biaya Usaha Juli-Desember Rp493.834.935,00
8. Perusahaan yang telah melakukan penghitungan Penyesuain Fiskal Positif Rp42.085.065,00
PPh terutang maka akan mencari selisih atas PPh Penyesuain Fiskal Negaif
pasal 25 untuk mengetahui nilai kurang atau Fasiltas Penananan Motal
lebih b iak p h telah Penghasilan Neto Fiskal Rp 77.959.944,00
el ayar pa_Ja nya. (_er_usa aan  tela Kompensasi Kerugian Fiskal
melakukan penghitungan selisih antara PPh Penghasilan Kena Pajek Rp 77.959.94400
terutang dengan PPh pasal 25 maka diperoleh PPh Terutang Rp 974499300
bahwa selama tahun 2013 telah terjadi lebih PPh pasel 25 Rp 1221000

bayar seperti pada gambar diberi warna biru Lebh b RS0

muda. Gambar 4.17 Perhitungan PPh terutang tahun 2013
Sumber data: Data olahan

Berdasarkan hasil penghitungan PPh terutang, tahun
2013 perusahaan mengalami namanya kelebihan
dalam pembayaran, sehingga perusahaan tidak perlu
lagi membuat SSP untuk pembayaran.

4.4.2. Pelaporan Pajak Pada Tahun 2013

Perusahaan yang telah memperoleh nilai dari PPh

terutang kurang atau lebih bayar, maka akan tetap

melaporkan SPT tahunan perusahaan. Pelaporan SPT

tahunan badan pada tahun 2013 menggunakan 2

(dua) peraturan yaitu UU no 36 tahun 2008 dan PP

no 46 tahun 2013. Pengisian untuk SPT tahunan

badan perusahaan pada tahun 2013 sama dengan

pengisian menggunakan UU no 36 tahun 2008.

Perbedaan yang terjadi hanya pada lampiran I, IV

1771 dan SPT induk halaman 1 dan halaman 2.

Berikut pengisian SPT tahunan badan 1771 lampiran

IV dan SPT induk halaman 1 dan halaman 2:

1. Lampiran IV yaitu PPh final dan penghasilan
yang tidak termasuk objek pajak dan
pengisiannya pada bagian a yaitu PPh final.
Penghasilan perusahaan dari bulan Juli sampai
dengan Desember merupakan PPh final.
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Pengisian PPh final atas peredaran bruto
perusahaan atas peredaran bruto tertentu pada
kolom 14 dengan mengisi jumlah dari nilai
peredaran bruto Juli sampai dengan Desember
dikalikan dengan 1% (satu persen) sehingga
hasilnya merupakan PPh final terutang.

LAMPIRAN - IV
1771 - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

3
3
H
z
0
2

L] ] [T
— (L TIL L L LT T P T T T

PERIODE PEMBUKUAN Sl s [P0

IDENTITAS

BAGIAN A : PPhFINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK PP TERUTANG

i
No. JENIS PENGHASILAN Rupan) 4 (Rupin)

0] @ ® B

BUNGA DEPOSITO | TABUNGAN,

BUNGA DISKONTO OBLIGAS!
VANG DIPERDAGANGKAN | DILAPORKAN
24

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
EK

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAN
MILK VENTURA

PENGHASILAN USAHA PENYALUR | DEALER |
AGEN PRODUK BBM

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH / BANGUNAN

7. | PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
TANAH / BANGUNAN

INBALAN JASA KONSTRUKS!

@ PELAKSANA KONSTRUKSI

b, PERENCANA KONSTRUKS!

©. PENGAWAS KONSTRUKS

PERWAKILAN DAGANG ASING

PELAYARAN | PENERBANGAN ASING

PELAYARAN DALAM NEGER!

PENILAIAN KEVBAL AKTIVA TETAP

[TRANSAKSI DERIVATIF YANG

PENGHASILAN YANG TERKENA PPH FINAL UNTUK PEREDARAN 535.920000 5.350.200
st

JUMLAH BAGIAN A 5.359.200

L
BAGIAN B :_ PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAIAK

PENGHASILA
o JENIS PENGHASILAN ENGHASILAN BRUTO

(Rupia)
@ [6]

BANTUAN | SUMBANGAN

HiBAH

DIVIDEN  BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN IODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESA (Pasal 4 Ayat (3) Hur U PPh)

N

BAGIAN LABA YANG DITERINA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DARI BADAN PASANGAN USAHA

SISA LEBI VANG DITER,
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DANIATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGENBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR

JUMLAH BAGIANB

0113234

Gambar 4.18 Lampiran IV pada tahun 2013
Sumber data: data olahan

2. Pengisian lampiran | 1771 vyaitu tentang
penghasikan neto fiskal. Pengisian lampiran |
dimulai dari bagian 1 (satu) yaitu penghasilan
neto komersial. Nilai dari penghasilan neto
komersial pada lampiran | harus sama dengan
nilai yang ada di laporan keuangan komersial
perusahaan. Pada tahun 2013 terdapat PPh final
karena pada bulan Juli sampai dengan Desember
menggunakan PP no 46 tahun 2013. Nilai PPh
final yang terdapat pada bagian 4 (empat) berasal
dari jumlah peredaran bruto dari bulan Juli
sampai dengan Desember dikurangi dengan
jumlah seluruh biaya dari bulan Juli sampai
Desember. Pada gambar diberi warna merah.
Pada tahun 2013 tidak dilakukan penyesuaian
fiskal positif dan negatif karena semua biaya
sudah diakui sebagai PPh final. Penghasilan neto
komersial dikurangi dengan PPh final yang tidak
termasuk objek pajak sehingga memperoleh nilai
dari penghasilan neto fiskal tahun 2013.

1771 | LAMPIRAN - | L«
- SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN wasig Pasak Bal 2| 0| 113

KEMENTERIAN KEUANGAN I 3
DIREKTORAT JENDERAL PAIAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL H

wewe [:]
NAA WALIB PAJAK (el Tefel ol TeIwfeleleTel<] Te[o [ TTTTTTT]

PERIODE PEMBUKUAN sd

IDENTITAS

URAIAN | RUPIAH
@ @

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI

a. PEREDARAN USAHA ... L079.170.000.00

b. HARGA POKOK PENJUALAN ..........ccommrrrrrrrvrricnieiens

. BIAYAUSAHA LAINNYA ....ooovvvovrievooiinnimnnnisiiiniinnns 967.669.870,00

PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a- 1b-1c ) . 91.500.130,00

PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ...........ocomscccceen 28544819

BIAYA DARILUAR USAHA ......oooovovmceioniinniiinnnnnnn

PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( fe - 1 )...... 28544879

. JUMLAH (1d+1g) 120.045.009,00

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) ..............

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (th+2) ..... I

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..............

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPE]
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. .........

PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN S

. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ....

JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAI

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNG,
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ...........cooomrren

HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANC 5

. PAJAK PENGHASILAN .................

GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTL 5
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAF |

SANKSI ADMINISTRASI ........oooovvomscaeneen

. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSL

. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISA

. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA..........

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA...............

m. JUMLAH 5a sd.5l

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYU

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTI¢

. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANN'

d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..................

e. JUMLAH 6a sd. 6d

FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN 7
TAHUN KE (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5

LAN NETO FISKAL (34 5 - 68 75) ..o M 7795094400

CATATAN:  Pindahkan jumiah Angka 8 ke Formuiir 1771 Huruf A Angka 1

DL13231

Gambar 4.19 Lampiran | 1771 tahun 2013
Sumber data: data olahan

Pengisian SPT induk 1771 sama saja dengan
pengisian menurut UU no 36 tahun 2008.
Penghasilan neto fiskal pada bagian A berasal
dari lampiran I. Pada pengisian bagian B untuk
PPh terutang perusahaan bisa memilihi 4c yaitu
tarif PPh pasal 31 ayat 1, karena peraturan ini
untuk perusahaan yang memiliki peredaran
peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000
(empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Perusahana memiliki angsuran PPh pasal 25
yang dibayar setiap bulannya yang diisi pada
bagian C nomor 10, pada gambar diberi warna
oren muda. Jumlah PPh terutang dikurangi
dengan angsuran PPh pasal 25 maka akan
diperoleh kurang atau lebih bayar pajak
perusahana pada tahun tersebut. Pada tahun
2013, perusahaan mengalami kelebih bayar
pajak. Pada gambar diberi warna ungu muda.
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[]
Formulir 1771 Halaman 2

=

SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK
1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN ‘ ‘ ‘
PERHATIAN :  + SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 0 1 3

KEMENTERIAN KEUANGAN RI +1SI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM ] SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK +BERI TANDA 'X' PADA D[KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

0] 2]
PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR
PENGHITUNGAN ANGSURAN

[
3
5
3
4
0
w

77.959.944

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

NPWP (D dar Lampiran Khusus 2A Jurlah Kolom 9)

INAMA WAJIB PAJAK

77.950.944

JJENIS USAHA PENGHASILAN KENA PAJAK (14a- 14p)...........

PPh YANG TERUTANG

(T PPh dar Bagian 8 Nomor 4 X 14c)

KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 142
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

INO. TELEPON

IDENTITAS

PERIODE PEMBUKUAN

[NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN DD\AUD\T DOPW\AKUNTAN DT\DAKD\MD\T

wwenorsonve < [[TTTTTTTTITTITIITIITTTITTITT]
NPWP KANTORACNTANPUBLIK [ ] ]

AV AUNTAN UBLI COOOITTITT I IITT]
NPWP AKUNTANPUBLK

wsiwrorkosuensc [T [ TITTTIITTTITITITTITTITTTT]
NPWP KANTORKONSUTANPAIK [ ]

AV KONSULTAN PAKK LTI
NPWP KONSULTAN PAJAK

. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) ......

E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

PPhPASAL 25: (112 X 141)......

PPh FINAL
(Disi dari Formulir 17711V Jumiah Bagian A Kolom 5)

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRUTO 159
(Disi dari Formulir 17714V Jumlah Bagian B Kolom 3]

F. PPh FINAL DAN
PENGHASILAN BUKAN
OBJEK PAIAK

16 a,|:| ‘Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-L, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
b.D<] Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
County

yang Ptk e . )

@

RUPIAH )
€]

G. PERNYATAAN
TRANSAKS| DALAM

[
PENGHASILAN NETO FISKAL
(Discar Formulr 1771 Nomor 8KOOm 3) ... H T1.950.944
[

HUBUNGAN ISTIMEWA

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Dilsi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

PENGHASILAN KENA PAJAK (12 ... 11959944

PPh TERUTANG (Pih saleh sau sesuaidengan dengan kteia Wajl Paak, Untuk ebh elesnya,inat Buku Peturiuk Pengisian SPT)

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771, 1771-II, 1771-ll, 1771-IV, 1771V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA

a.[>X] SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

. [5] LAPORAN KEUANGAN

. [X] TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-L/842/8A-3/8A-4 1 8A'5 | A"
d. 3] DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e.[ ] PERHITUNGAN KOMPENSAS| KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 24 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

1. [] DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 44 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

g. [ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampitan Khusus 5A Buku Peturjuk Pengisian SPT)*

h. [ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

i. [] PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Peturuk Pengisian SPT)*
j. [] KREDIT PAJAK LUAR NEGER!  (Lampiran Khusus 7A Buku Peturjuk Pengisan SPT)*

k [ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

A. PENGHASILAN
KENA PAJAK

a I:’ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3
b, [ Tarf PP Ps. 17 ayat (20) X Angka 3 ... 9744993
¢. [X] TaritPPh Ps. 31E ayat (1)

(Livet Bk Ptk

PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI |
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

B. PPh TERUTANG

JUMLAH PPh TERUTANG (4 +5) 0.744.993

PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) H

. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Disi dari Formulir 1771-l1l Jumlah Kolom 5)

jak ajek dengan alamat Atau mengambil 6 KPPIKP2KP

* Waj
terdeka.

PERNYATAAN

. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

i k sanksi-sanks ke X laky
{Disidai Lampiran Khusus 7A Jumieh Kolom 7) Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

saya menyatakan bawa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampian-fampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

JUMLAH (82 +85) ...

ax WAJIB PAJAK hDKuASA - [2[o[ ]3]
n

(Tempa) ol bin

a (X PP YANG HARUS DIBAYAR SENDIR
b.[_] PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DPUNGUT

== = =]

9.744.993

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

C. KREDIT PAJAK

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

. PPhPs. 25 BULANAN 12210000

. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) ... N
NAMA LENGKAP

PP Po.25 AYAT(8) FISKAL LUARNEGERI ... | ] sencurusikons < e[s[u[a[Al- M eN T [T ] T 11T T 11111 11]

JUMLAH (102 + 100+ 10c) 21954963 NPWP ’
2 [X] PP YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) U FlisL

9-10d).... |11 -2.465.007

. [ PP YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps, 284) | ]
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.2 DISETOR TANGGAL ... D] Inl Gambar 4.21 SPT Induk 1771 Halaman 2

PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 MOHON o BN ™ Sumber: data olahan

a‘[:[ DIRESTITUSIKAN hD DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Khusus Restiusiuntuk Wajib Pajak dengan Kiteria Tertentu [TTpengentean endaivan (Pasel 17C i asal 17D U KUP)

D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab 1V, maka

Gambar 4.20 SPT induk 1771 tahun 2013 Halaman Pertama diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Sumber data: data olahan 1. Berdasarkan UU No 36 tahun 2008

e Dasar pengenaan PPh terutang pada UU no
4. Pengisian SPT induk 1771 lampiran Il tidak lagi 36 tahun 2008 adalah penghasilan neto

mencari nilai untuk angsuran PPh pasal 25 tahun fiskal yang sudah di lakukan penyesuaian
berikutnya, karena tahun berikutnya perusahaan rekonsiliasi fiskal positif dan negatif.
menggunakan PP No 46 tahun 2013 yang e Pajak penghasilan terutang perusahaan
PPhnya bersifat final dari peredaran bruto berdasarkan UU No 36 tahun 2008 sebesar
perusahaan setiap bulannya. Pada lampiran 2 Rp16.785.250 (enam belas juta tujuh ratus
hanya bagian 14a dan 14c yang diisi sesuai delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh
dengan penghasilan kena pajak pada halaman rupiah

pertama. e Pada akhir tahun pajak perusahaan

melaporkan pajak penghasilan dengan
menggunakan SPT tahuan badan rupiah
2. Berdasarkan PP No 46 tahun 2013

e Dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran
bruto setiap bulannya dan PPh perusahaan
bersifat final yang artinya tidak dapat
dikreditkan.

e Pajak penghasilan bersifat final yang
dibayarkan perusahaan setiap bulan selama
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setahun adalah Rp10.791.700 (sepuluh juta
tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh
ratus rupiah) yang berasal dari peredaran
bruto perusahaan selama setahun vyaitu
Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh
Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu
rupiah) dikalikan dengan 1% (satu persen)

e Pada akhir tahun, perusahaan tetap
melaporkan SPT tahunan badan dengan
merekonsiliasi seluruh biaya dan pendapatan
sehingga PPh terutangnya bernilai 0 (nol).

5.5 Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab IV dan melihat

dari kondisi perusahaan, maka saran yang bisa

diberikan adalah sebagai berikut:

1. PT Trio Infotek memiliki peredaran bruto
setahun dibawah Rp4.800.000.000 sebaiknya
menggunakan PP no 46 tahun 2013 karena akan
memberikan keringanan pajak bagi perusahaan

2. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa,
jika PT Trio Infotek Batam menggunakan PP no
46 tahun 2013 sebaiknya menggunakan SKB
supaya perusahaan tidak akan dipotong PPh 23
atas pajak jasa sebesar 2% (dua persen).
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